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ABSTRAK 
 
Seprianus Kassa (B111 10 465). Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan 
Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan 
No.71/Pid.SUS/2010/PN.MKL) di bawah bimbingan Andi Sofyan sebagai 
Pembimbing I dan Nur Azisa sebagai Pembimbing II. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana 
oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku kejahatan persetubuhan dan 
pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
anak sebagai pelaku kejahatan dalam putusan 
No.71/Pid.SUS/2010/PN.MKL. 
  
Penelitian ini dilaksanakan di Tana Toraja yaitu Pengadilan Negeri 
Makale dengan melakukan pengumpulan data-data terkait dengan 
masalah yang diteliti dan juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak 
yang dari instansi yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas, 
yakni hakim. Selain itu Penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan 
cara menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 
  
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan sanksi 
pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku kejahatan 
persetubuhan, yakni terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 
(tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- dengan ketentuan 
apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 
(dua) bulan, menurut penulis sudah tepat karena perbuatan terdakwa 
telah sesuai dengan rumusan delik dalam Pasal 81 (1) Undang-Undang 
No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan tidak ditemukannya 
alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam kasus terdakwa. 
  
 Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap anak sebagai pelaku kejahatan persetubuhan adalah seorang 
hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti barang bukti, 
keterangan para saksi, mempertimbangkan bahwa terdakwa belum 
pernah dihukum, mempertimbangkan terdakwa mengakui perbuatannya 
dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan dari kasus terdakwa. 
 
 
 
vi 
 
UCAPAN TERIMA KASIH 
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 
Esa yang senantiasa melimpahkan berkat dan rahmatnya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Kejahatan Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi 
Kasus Putusan No.71/Pid.SUS.2010/PN.MKL)” sebagai tugas akhir 
dalam memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta 
Ayahanda Ruben Kassa Buranda dan Ibunda Margareta Birana, yang 
dengan kasih sayang serta dengan ketulusan hati tanpa pamrih 
memberikan dukungan materil dan spiritual serta doa yang tulus demi 
kesuksesan penulis selama pelaksanaan proses pendidikan hingga dapat 
menyandang gelar sarjana. 
Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan 
bantuan dari berbagai pihak, dan oleh sebab itu melalui kesempatan ini 
penulis menghaturkan terima kasih kepada : 
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin beserta staf dan jajarannya. 
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. 
Farida Patittinggi S. H., M. Hum. dan para Wakil Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
vii 
 
3. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan 
Ibu Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah 
mengarakan penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan. 
4. Para dosen penguji, Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S., Ibu Dr. 
Dara Indrawati, S.H.,M.H., Bapak Abd. Asis, S.H.,M.H. atas saran 
dan kritikannya selama penulis ujian. 
5. Para dosen beserta staf administrasi di lingkungan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
6. Untuk saudaraku Yanser Birana Buranda atas segala motivasi, 
dukungan, dan doanya. 
7. Buat keluarga besar PMK FH-UH, terima kasih telah menjadi 
keluaga penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. 
8. Buat teman-teman KKN Gel.85 Kec. Wasuponda kususnya 
Desa Wasuponda, terima kasih atas segala kebersaman selama 
menjalani KKN kurang lebih 1 bulan. 
9. Buat teman-teman Bakutumbu : Yola, Chica, Raya, Fenni, 
Melita, James, Sam, Unan, Agung, Dimas, atas semua 
kebersamaan, canda tawa, suka dan duka yang pernah kita lalui 
selama ini. 
10. Buat teman-teman KPA Pintu Angin, terima kasih atas 
petualangan yang boleh kita lalui bersama. 
viii 
 
11. Buat Byonic Nasional Kususnya Byonic Makassar All Member, 
terima kasih atas kebersamaan, dukungan serta doa yang teman-
teman berikan, keep brotherhood. 
12. Buat semua teman-teman PMK FH-UH angkatan 2010, terima 
kasih atas kebersamaan, dukungan serta doa teman-teman semua. 
13. Buat semua keluarga besar Legitimasi 2010, terima kasih atas 
segala peristiwa yang telah kita lalui bersama mulai dari mahasiswa 
baru hingga nanti kita semua akan menyandang sebuah gelar. 
14. Buat semua pihak yang penulis tidak dapat sebut satu persatu, 
terima kasih telah membantu penulis selama ini. 
Sebagai manusia biasa yang bergerak dalam ruang terbatas dan 
dengan kemampuan yang terbatas pula, penulis menyadari dalam 
penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu 
penulis sangat mengaharapkan kritikan maupun saran dari para pembaca. 
Akhir kata, harapan penulis semoga karya tulis ini dapat 
bermanfaat bagi pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan 
khususnya dalam bidang hukum. Sekian dan terima kasih. 
 
Makassar, Oktober 2014 
Penulis 
 
 
Seprianus Kassa 
ix 
 
DAFTAR ISI 
 
halaman 
HALAMAN JUDUL ...................................................................... i 
PENGESAHAN SKRIPSI .......................................................... ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................. ii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ........................ iv 
ABSTRAK .................................................................................. v 
UCAPAN TERIMA KASIH .......................................................... vi 
DAFTAR ISI ............................................................................... ix 
 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah.................................................. 1 
B. Rumusan Masalah .......................................................... 5 
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ................................... 5 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kejahatan Persetubuhan .................................................. 7 
1. Pengertian Kejahatan .................................................. 7 
a. Definisi Kejahatan .................................................. 7 
b. Unsur-Unsur Pokok untuk Menyebut Suatu 
Perbuatan Sebagai Kejahatan ............................... 9 
c. Relativitas Pengertian Kejahatan ........................... 10 
d. Penggolongan (klasifikasi) Kejahatan ................... 12 
2. Pengertian Persetubuhan ........................................... 14 
B. Anak Sebagai Pelaku Kejahatan ...................................... 17 
1. Pengertian Anak .......................................................... 17 
2. Anak Sebagai Pelaku Kejahatan ................................. 18 
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.................. 20 
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan.................................... 24 
 
x 
 
BAB III METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian .............................................................. 26 
B. Teknik Penelitian ............................................................. 26 
C. Jenis-Jenis Sumber Data ................................................ 28 
D. Teknik Analisa Data ........................................................ 28 
 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Penerapan Sanksi Pidana oleh Hakim Terhadap 
Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Persetubuhan 
Putusan No.71/Pid.SUS/2010/PN.MKL ........................... 30 
a. Posisi Kasus ............................................................... 30 
b. Tuntutan Penuntut Umum .......................................... 31 
c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ............................... 31 
d. Amar Putusan ............................................................. 35 
e. Analisis Penulis........................................................... 36 
2. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan  
Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan  
Persetubuhan Putusan No.71/Pid.SUS/2010/PN.MKL .... 40 
a. Pertimbangan Hakim ..................................................... 40 
b. Amar Putusan ................................................................ 46 
c. Analisis Penulis ............................................................. 47 
 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan......................................................................... 50 
B. Saran.................................................................................. 51 
 
DAFTAR PUSATAKA 
LAMPIRAN 
 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak merupakan karunia dari Tuhan yang harus senantiasa 
dijaga dan dilindungi. Seorang anak mempunyai hak yang harus 
dipenuhi, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, 
kasih sayang dan pendidikan demi kesejahteraannya. Hak asasi anak 
merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Hak-Hak Anak. 
Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak 
adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa 
yang akan datang, generasi penerus cita-cita bangsa, tumbuh dan 
berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak 
kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.  
Tujuan perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai 
berikut: 
“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya 
hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia 
yag berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. 
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Banyak kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini sempat 
menghebohkan. Banyak di beritakan di media yakni anak sebagai 
korban kejahatan persetubuhan. Orang-orang yang tidak 
bertanggungjawab menjadikan anak-anak sebagai korban pelecehan 
hanya diiming-imingi dengan uang. Anak-anak yang belum tahu apa-
apa akan hal seperti itu pasti akan langsung menerima apabila sudah 
diberikan sejumlah uang. Setelah itu, mereka diancam akan 
dilaporkan kepada polisi jika menceritakan perbuatan pelaku kepada 
orang lain. Tentu saja anak yang masih di bawah umur apabila sudah 
diancam seperti itu pasti akan dengan polosnya mengiakan ancaman 
pelaku. Dengan begitu pelaku akan lebih bebas untuk melakukan 
aksinya (persetubuhan) kepada anak yang masih di bawah umur. Di 
sinilah sebenarnya peran orang tua sangatlah diperlukan. Orang tua 
harus tetap mangawasi/memantau setiap perilaku anaknya, sehingga 
hal-hal semacam itu bisa dihindari. 
Akan tetapi zaman sekarang, anak bukan hanya sebagai 
korban kejahatan. Bahkan tidak jarang juga ditemui anak sebagai 
pelaku kejahatan. Sudah banyak kejadian yang melibatkan anak 
sebagai pelaku kejahatan. Anak yang belum tahu membedakan mana 
perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak pantas untuk 
dilakukan. Dalam proses perkembangan anak, mereka akan 
melakukan segala hal yang dilihat di sekelilingnya, baik itu perbuatan 
yang baik maupun perbuatan yang buruk. Rasa keingintahuan mereka 
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akan hal-hal yang baru sangatlah besar. Oleh sebab itu mereka 
haruslah selau diawasi dan diberi pengarahan, sehingga mereka tidak 
terjebak dan melakukan kejahatan. 
Tak terkecuali di Kabupaten Tana Toraja yang terkenal dengan 
kebudayaan dan adat istiadatnya yang masih kental. Masyarakat yang 
menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. 
Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman yang serba  
modern, nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat Tana Toraja 
sendiri juga sudah mulai berkurang. Sudah banyak kejadian-kejadian 
terjadi yang dulunya dianggap sebagai sesuatu yang tabuh untuk 
dilakukan dalam adat istiadat masyarakat Tana Toraja.  
Salah satu kejadian yang membuktikan akan hal itu, seperti 
kasus kejahatan yang melibatkan seorang anak yang masih berusia 
13 (tiga belas) tahun bernama Gerson Kuling yang memaksa seorang 
anak yang baru berusia 4 (empat tahun) bernama Gabriella 
bersetubuh. Hal semacam ini sudah sangat merusak moral-moral 
dalam masyarakat khususnya, masyarakat Tana Toraja. Banyak hal 
yang membuat seorang anak melakukan hal semacam itu. Misalnya 
faktor keluarga, faktor lingkungan, nilai-nilai keagaman yang semakin 
hilang dalam masyarakat, rasa ingin tahu yang besar yang dimiliki 
oleh anak, banyaknya peredaran video porno, gaya pacaran anak 
zaman sekarang yang kurang terkontrol, perkembangan teknologi 
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yang semakin pesat, tayangan televisi dan jaringan internet yang 
menyediakan situs-situs yang tidak baik bagi anak-anak. 
Kejahatan persetubuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) pasal 285 dengan ancaman pidana penjara 
paling lama dua belas tahun. Setiap pelaku kejahatan harus 
berhadapan dengan hukum. Mereka harus mempertanggungjawabkan 
apa yang telah mereka perbuat agar menimbulkan efek jerah bagi 
para pelaku. Proses pemidanaan merupakan sarana yang tepat untuk 
memberikan efek jerah sehingga mereka tidak mengulanginya lagi. 
Anak sebagai pelaku kejahatan harus diproses menurut peraturan 
yang ada. Akan tetapi, proses pengadilan anak berbeda dengan orang 
dewasa. Proses pengadilan anak diatur dalam Undang-undang No. 11 
Tahun 2011 tentang Peradilan Anak (perubahan atas Undang-undang 
No. 3 tahun 1998 tentang Pengadilan Anak).  
Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis merasa 
tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang  kejahatan persetubuhan 
yang dilakukan oleh anak. Untuk itu penulis mengangkat skripsi yang 
berjudul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Persetubuhan 
Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan 
No.71/Pid.SUS/2010/PN.MKL)”. 
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A. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah 
diuraikan diatas, maka masalah penelitian  yang Penulis dapat 
rumuskan adalah sebgai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap 
anak sebagai pelaku kejahatan persetubuhan Putusan 
No.71/Pid.SUS/2010/PN.MKL?. 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan 
persetubuhan Putusan No.71/Pid.SUS/2010/PN.MKL? 
 
B. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
 Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa 
tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu : 
1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana oleh hakim 
terhadap anak sebagai pelaku kejahatan persetubuhan 
Putusan No.71/Pid.SUS/2010/PN.MKL. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan 
persetubuhan Putusan No.71/Pid.SUS/2010/PN.MKL. 
 
 
 
6 
 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pemahaman 
masalah persetubuhan yang dilakukan oleh anak sebagai 
masukan bagi usaha pencegahan. 
2. Memberikan gambaran secara garis besar tentang analisis 
terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh anak dan 
selanjutnya dapat menjadi bahan diskusi untuk dipertimbangan 
sebagai bahan pemikiran dalam cara atau upaya 
menganggulangi meningkatnya kasus persetubuhan yang 
dilakukan oleh anak. 
3. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di 
bidang ilmu hukum pada umumnya, terutama bagi pihak-pihak 
yang merasa perlu untuk mengetahui tentang Peradilan Anak. 
4. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap 
penelitian-penelitian sejenisnya untuk tahap berikutnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kejahatan Persetubuhan 
 
1. Pengertian Kejahatan 
a. Definisi Kejahatan 
Pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from the 
legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini 
adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. 
Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan 
itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana 
perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. 
Sutherland (A. S. Alam 2010 : 16) berpendapat bahwa : 
 
Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law 
no matter what the degree of immorality, reprehensibility or 
indecency of an act it is not a crime unles it is prohibited by 
the criminal law. 
 
 Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang 
wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari defenisi hukum, 
perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan 
melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan 
pidana Indonesia. Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri 
sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, 
kesusilaan, dan lain-lainnya, namun perbuatan itu tetap bukan 
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kejahatan dilihat dari defenisi hukum, karena tidak melanggar 
perundang-undangan yang berlaku. 
Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from the 
sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut 
pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-
norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contoh di dalam 
hal ini adalah bila seorang muslim meminum minuman keras 
sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari 
sudut pandang masyarakat islam, dan namun dari sudut 
pandang hukum bukan kejahatan. 
Menurut Ensiklopedia Kriminologi dari Vernon C. 
Barnham dan Samuel B. Kutash menyatakan bahwa pengertian 
kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu : 
1. The Legal View (pandangan secara yuridis), 
kejahatan adalah suatu tindakan atau perbuatan 
yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman atas 
perbuatan atau tindakan itu oleh Undang-undang. 
Pandangan ini lahir dari suatu teori yang menyatakan 
bahwa setiap anggota masyarakat adalah mahluk 
yang mempunyai kehendak bebas. 
2. The Socio Criminologic View (pandangan dari sudut 
sosiologis-kriminologis), kejahatan adalah suatu 
perbuatan yang menunjukkan gejala-gejala tentang 
sesuatu perbuatan yang menunjukkan gejala-gejala 
tentang suatu yang mendalam, yaitu 
ketidakmampuan seseorang untuk menemukan atau 
mendapatkan situasi-situasi tertentu yang dapat 
diterima dengan baik oleh masyarakat 
lingkungannya. 
 
Pandangan ini lahir dari suatu teori tentang determinisme 
yang melihat kejahatan sebagai hasil dari ikatan-ikatan tertentu 
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atas sebab musabab dalam keseimbangan dengan 
pengetahuan hukum dan perjalanannya. 
Namun demikian pengertian kejahatan itu sangat relatif 
(selalu berubah), baik ditinjau dari sudut pandang hukum, 
maupun dari sudut pandang masyarakat. 
 
b. Unsur-unsur Pokok untuk Menyebut Sesuatu Perbuatan 
Sebagai Kejahatan 
Menurut A.S. Alam (2010 : 18), untuk menyebut suatu 
perbuatan sebagai kejahatan ada 7 (tujuh) unsur pokok yang 
saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut 
adalah : 
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm) 
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, 
misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang 
menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam 
Pasal 362 KUHP (asas legalitas). 
3. Harus ada perbuatan (criminal act). 
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea) 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. 
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di 
dalam KUHP dengan perbuatan. 
7. Harus ada sanksi Pidana yang mengancam perbuatan 
tersebut. 
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c. Relativitas Pengertian Kejahatan 
Pengertian kejahatan sangat relatif (selalu berubah), baik 
ditinjau dari sudut pandang hukum (legal defenition of crime), 
maupun ditinjau dari sudut pandang masyarakat (sociological 
defenition of crime). 
1. Isi Pasal-pasal dari hukum pidana sering berubah. 
Contoh: Undang-undang narkotika yang lama yakni 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 digantikan oleh 
Undang-Undang Narkotika yang baru, Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 
2. Pengertian kejahatan menurut anggapan suatu 
masyarakat tertentu juga selalu berubah. Contoh: di 
Sulawesi Selatan beberapa puluh tahun yang lalu, 
seorang bangsawan putri dilarang kawin dengan laki-laki 
biasa/bukan bangsawan. Barang siapa melanggarnya 
dianggap melakukan kejahatan berat. Norma tersebut 
sekarang sudah tidak berlaku lagi. 
3. Pengertian kejahatan sering berbeda dari suatu tempat ke 
tempat lain, dari suatu daerah dengan daerah lainya. 
Misalnya, ada daerah bila kedatangan tamu terhormat, 
sang tamu tersebut disodori gadis untuk menemaninya 
tidur. Perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan 
terpuji di tempat tersebut, sedangkan di tempat lain 
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(kebudayaan lain), hal itu merupakan suatu hal yang 
memalukan (jahat). Ada juga daerah, di mana bila ada 
laki-laki lain bersedia menukar istrinya dengan dua ekor 
babi, ia dengan senang hati melakukannya, dan 
perbuatan itu bukanlah kejahatan. Tentunya di daerah 
lain, perbuatan menukar istri dengan babi merupakan 
perbuatan jahat. 
4. Di dalam penerapan hukum juga sering berbeda. Suatu 
tindakan yang serupa, kadang-kadang mendapat 
hukuman yang berbeda dari hakim yang berbeda pula. 
Contohnya, si A mencuri ayam mendapat hukuman 3 
bulan penjara dari hakim X, sedangkan si B mencuri ayam 
pula tapi divonis 1 tahun penjara oleh hakim Y. Kadang-
kadang terdapat banyak contoh-contoh di dalam kasus 
korupsi, misalnya, pada tingkat pengadilan negeri dijatuhi 
vonis 9 tahun penjara, sedangkan di tingkat pengadilan 
tinggi hanya divonis 3 tahun dan di tingkat kasasi orang 
tersebut bebas. 
5. Juga sering terlihat adanya perbedaan materi hukum 
pidana antara suatu negara dibandingkan dengan negara 
lain. Contoh, pelacuran rumah bordil (brothel prostitution) 
di Australia di larang di dalam KUHP Australia, sedangkan 
pelacuran di negeri Belanda tidak dilarang.  
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d. Penggolongan (Klasifikasi) Kejahatan 
Kejahatan dapat digolongkan berdasarkan beberapa 
pertimbangan: 
a. Motif Pelakunya 
Bonger (A. S. Alam 2010: 21) membagi kejahatan 
berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut: 
1. Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya 
penyelundupan. 
2. Kejahatan seksual (sexula crime), misalnya perbuatan 
zinah, Pasal 284 KUHP. 
3. Kejahatan politik (political crime), misalnya 
pemberontakan PKI, pemberontakan DI/TI, dan lain-
lain. 
4. Kejahatan lain-lain (miscelianeaous crime), misalnya 
penganiayaan, motifnya balas dendam. 
 
b. Berdasarkan Berat/Ringannya Ancaman Pidananya 
1. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di 
dalam buku ke-II (dua) KUHP, seperti pembunuhan, 
pencurian dan lain-lain. Golongan inilah dalam bahasa 
Inggris disebut felony. Ancaman pidana pada 
golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara 
seumur hidup, atau pidana penjara sementara. 
2. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut 
di dalam buku ke-III (tiga) KUHP, seperti saksi di 
depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia 
harus memberi keterangan dengan bersumpah, 
dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 
hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa Inggris 
disebut misdemeanor. Ancaman hukumannya 
biasanya hukuman denda saja. Contohnya yang 
banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas. 
 
c. Kepentingan Statistik 
1. Kejahatan terhadap orang (crime agaist persons), 
misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain. 
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2. Kejahatan terhadap harta benda (crime agaist 
property) misalnya pencurian, perampokan, dan lain-
lain. 
3. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crime agaist 
public decency) misalnya perbuatan cabul. 
 
d. Kepentingan Pembentukan Teori 
Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas 
kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut 
proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, 
tehnik-tehnik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-
kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas 
tersebut. Penggolongannya adalah : 
1. Professional crime adalah kejahatan dilakukan 
sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai 
keahlian tertentu untuk profesi itu. Contoh: pemalsuan 
tanda tangan, pemalsuan uang dan pencopetan. 
2. Organized crime adalah kejahatan yang terorganisir. 
Contoh: pemerasan, perdagangan gelap narkotik, 
perjudian liar, dan pelacuran. 
3. Occupational crime adalah kejahatan karena adanya 
kesempatan. Contoh: pencurian di rumah-rumah, 
pencurian jemuran, penganiayaan, dan lai-lain. 
 
e. Ahli-ahli Sosiologi 
1. Violent personal crime (kejahatan kekerasan terhadap 
orang). Contoh: pembunuhan (murder), penganiayaan 
(assault), pemerkosaan (rape), dam lain-lain. 
2. Occastional properti crime (kejahatan harta benda 
karena kesempatan). Contoh: pencurian kendaraan 
bermotor, pencurian di tokoh-tokoh besar (shoplifting) 
dan lain-lain. 
3. Occupational crime (kejahatan karena 
kedudukan/jabatan). Contoh: white collar crime 
(kejahatan kerah putih), seperti korupsi. 
4. Political crime (kejahatan politik). Contoh: treason 
(pemberontakan), espionage (spionasi), sabotage 
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(sabotase), guerilla warfare (perang gerilya) dan lain-
lain. 
5. Public order crime (kejahatan terhadap ketertiban 
umum). Kejahatan ini biasa juga disebut “ kejahatan 
tanpa korban” (victimles crimes), contoh: pemabukan 
(drunkness), gelandangan (vagrancy), perjudian 
(gambling), wanita melacurkan diri (prostitution). 
6. Conventional crime (kejahatan konvensional). Contoh: 
perampokan (robbery), penggarongan (burglary), 
pencurian kecil-kecilan (larceny) dan lain-lain. 
7. Organized crime (kejahatan terorganisir). Contoh: 
pemerasan (racketeering), perdagangan wanita untuk 
pelacuran (women trafficking), perdagangan obat bius 
dan lain-lain. 
8. Profesional crime (kejahatan yang dilakukan sebagai 
profesi). Contoh: pemalsuan (counterfeiting), 
pencopetan (pickpocketing) dan lain-lain. 
 
2. Pengertian Persetubuhan 
Menurut R. Soesilo (1995: 209) bahwa: 
Persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki 
dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk 
mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki 
harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, 
sehingga mengeluarkan air mani. 
 
Dengan demikian, persetubuhan hanya dapat dijalankan 
antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang secara 
sah telah menikah sesuai keyakinan agama masing-masing. 
Dalam Undang-undang Perkawinan yakni Undang-Undang No. 
1 Tahun 1974 Pasal (1) dirumuskan bahwa: 
Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa. 
 
Ikatan lahir batin menurut Wirjono (1981: 132) adalah: 
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Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, 
mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara 
seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama 
sebagi suami istri, dengan kata lain dapat disebut 
“hubungan formil”. 
 
Hubungan formil itu nyata baik yang mengikat dirinya 
maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya suatu 
ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak formil, 
suatu ikatan yang tidak dapat dilihat walaupun tidak nyata, 
tetapi ikatan ini harus ada karena tanpa adanya suatu ikatan 
batin, maka ikatan lahir akan menjadi rapuh. 
Hal ini seyogianya dapat dirasakan terutama oleh yang 
bersangkutan dalam taraf permulaan untuk mengadakan 
perkawinan ikatan batin ini diawali dengan adanya kemauan 
yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama. Selanjutnya 
hidup bersama ini tercermin dan adanya kerukunan, seterusnya 
ikatan batin akan merupakan inti ikatan lahir. Terjadinya ikatan 
lahir dan ikatan batin merupakan dasar dalam betuk dan 
membimbing keluarga yang bahagia. 
Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga 
yang bahagia kekal dapat diartikan, bahwa perkawinan 
haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh 
diputuskan, begitu menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 
Perkawinan yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 
Selanjutnya dinyatakan dengan tegas, bahwa pembentukan 
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keluarga yang bahagia dan kekal haruslah berdasarkan kepada 
Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam 
Pancasila. 
Dalam Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975, tentang semua laki-laki maupun wanita 
yang beragama Kristen maupun Islam, harus tunduk pada 
ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tersebut sebagai 
berikut: 
1. Bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang 
istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang 
suami (Pasal 3 ayat (1)). Pengadilan dapat memberi izin 
kepada seorang suami untuk beistri lebih dari seorang 
apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan 
(Pasal 3 ayat (2)). 
2. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang 
sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-
undang Perkawinan ini maka ia wajib mengajukan 
permohonannya kepada Pengadilan di daerah tempat 
tinggalnya (Pasal 4 ayat (1)). 
 
Pesetubuhan dapat terjadi bukan hanya antara laki-laki 
dengan perempuan yang sudah menikah, tetapi juga antara 
laki-laki yang telah beristri dengan wanita yang bukan istrinya 
atau sebaliknya antara wanita yang telah bersuami dengan laki-
laki yang bukan suaminya. Pun dapat terjadi diantara mereka 
yang belum dewasa. 
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B. Anak Sebagai Pelaku Kejahatan 
1. Pengertian Anak 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia anak 
adalah keturunan yang kedua. Anak-anak adalah anak yang 
masih kecil (belum dewasa). 
Mengenai penjelasan tentang pengertian anak tidak ada 
keseragaman, bahkan sangat variatif tergantung dari sudut 
pandang mana kita melihatnya, sehingga dalam perumusannya 
masih ditemukan pengertian yang berbeda-beda. 
Darwan Prints (2003:2-3) menguraikan  beberapa 
pengertian anak sebagai berikut : 
a. Undang-Undang Peradilan Anak 
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan 
Anak (perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak) Pasal 1 (3) merumuskan 
bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun. 
b. Anak menurut KUHP 
Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa 
apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena 
itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh 
memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada 
orang tuanya; walinya atau memeliharanya dengan tidak 
dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya 
supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak 
dikenakan hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP 
ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997. 
c. Anak menurut Hukum Perdata 
Pasal 330 KUH Perdata menjelaskankan, orang belum 
dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. 
d. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan 
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Pasal 7 (1) Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974)  mengatakan, seorang pria 
diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan 
belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 
(enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya 
dapat diminta dispensasi kepada pengadilan negeri. 
 
Adapun pengertian anak menurut konvensi hak-hak anak 
yakni anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 
(delapan belas) tahun kecuali yang berdasarkan yang berlaku 
bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dicapai lebih awal. 
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 
kesejahteraan anak dinyatakan bahwa  anak adalah seorang 
yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan 
belum pernah kawin. 
Sebagai dasar perumusan anak dalam pasal 1 (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  
Anak, yakni yang dimaksud dengan anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak 
yang masih ada dalam perlindungan. 
 
2. Anak Sebagai Pelaku Kejahatan 
Dalam pengertian anak Pasal 1 butir 3 Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2012 adalah seseorang yang berkonflik 
dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan anak nakal 
mempunyai dua pengertian, yiatu: 
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a. Anak yang melakukan tindak pidana 
Walaupun Undang-undang Pengadilan anak tidak 
memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat 
dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana, 
perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan 
yang melanggar peraturan KUHP saja melainkan juga 
melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP, misalnya 
ketentuan pidana dalam Undang-undang Narkotika, Undang-
undang Hak Cipta, Undang-undang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan sebagainnya. 
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang 
bagi anak 
Yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah baik 
menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut 
peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam 
masyarakat yang besangkutan. Dalam hal ini peraturan 
tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis 
misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan 
kepantasan dalam masyarakat. 
Dari dua pengertian anak nakal diatas, yang dapat 
diperkarakan untuk diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah 
anak nakal dalam pengertian hurf a di atas, yang melakukan 
tindak pidana. 
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Dalam KUHP tidak mengenal istilah anak nakal dengan 
pengertian huruf b di atas, karena sesuai isinya KUHP mengatur 
tentang tindak pidana. 
 
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan 
 Faktor penyebab terjadinya kejahatan merupakan 
permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. 
Berbagai teori menyangkut penyebab terjadinya kejahatan telah 
diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu 
pegetahuan. 
 Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku 
manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan 
pendekatan kausal. Sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan 
penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini 
belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang 
lebih besar atau kecil dalam menyebabkan orang tertentu 
melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku 
manusia baik individu maupun secara berkelompok. 
Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan 
masalah bagi kita karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang 
berat, kejahatan masih banyak terjadi di sekitar kita. Hal ini 
merupakan permasalahan yang belum dapat terpecahkan sampai 
sekarang. 
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Menurut Romli Atmasasmita (1992 :71-72), terdapat 3 (tiga) 
titik pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah 
kejahatan, yaitu: 
1. Macrotheories 
Macrotheories adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan 
dipandang dari segi stuktur sosial dan dampaknya. Teori ini 
menitikberatkan rates of crime atau epidemologi kejahatan 
daripada atas pelaku kejahatan. Sebagai contoh, teori anomi 
dan teori konflik. 
2. Microtheories 
Microtheories adalah teori-teori yang menjelaskan mengapa 
seorang atau kelompok orang dalam masyarakat terdapat 
orang-orang yang melakukan kejatan dan terdapat pula 
sekelompok orang atau orang-orang tertentu yang tidak 
melakukan kejahatan. Teori ini menitikberatkan pada 
pendekatan psikologi atau sosiologis atau biologis. Sebagai 
contoh, teori kontrol dan sosial learning theory. 
3. Bridging Theories 
Bridgeng theories adalah teori-teori yang tidak atau sulit untuk 
dikategorikan ke dalam, baik macrotheories maupun 
microtheories. Teori-teori ini yang termasuk ke dalam kategori 
ini menjelasakan struktur sosial dan juga menjelaskan 
bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi 
penjahat. Sebagai contoh, teori subkultur dan teori differential 
opportunity. 
 
 Lebih lanjut, A. S. Alam (2010 :47-61) menjelaskan teori 
tentang penyebab kejahatan dipandang dari sudut sosiologis, yakni 
: 
1. Teori-teori Anomie 
a. Emile Durkheim 
Ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim (1858-1917), 
menekankan pada “normlessness, lessens social control” 
yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian 
sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan 
moral, yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri 
dalam perubahan norma, bahkan kerapkali terjadi konflik 
norma dalam pergaulan. Dikatakan oleh Durkheim, “ tren 
sosial dalam masyarakat industri perkotaan modern 
mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan 
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berkurangnya kontrol sosial atas individu”. Individualisme 
meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru, yang lebih 
besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih 
luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku yang 
menyimpang, seperti kebebasan seks di kalangan anak 
muda. 
b. Robert Meton 
Robert Merton dalam “sosial theory and sosial structure” 
pada tahun 1975 yang berkaitan dengan teori onomi 
Durkheim mengemukakan bahwa anomie adalah suatu 
kondisi manakala tujuan tidak tercpai oleh keinginan dalam 
interaksi sosial. Dengan kata lain anomie is a gap between 
goals and means creates deviance. Tetapi konsep Merton 
tentang anomie agak berbeda dengan konsep Durkheim. 
Masalah sesungguhnya tidak diciptakan oleh sudden social 
change tetapi oleh social structure yang menawarkan 
tujuan-tujuan yang sama untuk mencapainya. 
Teori anomi dari Merton menekankan pentingnya dua unsur 
penting di setiap masayrakat. Yaitu cultural aspiration atau 
culture goals dan institusionalisedmeans atau accepted 
ways. Dan disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang 
memberikan tekanan (starin). 
Berdasarkan perspektif tersebut struktur sosial merupakan 
akar dari masalah kejahatan (a structural explanation). 
Teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum dan semua 
orang dalam masyarakat memiliki tujuan yang sama 
(meraih kemakmuran), akan tetapi dalam tekanan besar 
mereka akan melakukan kejahatan. Keinginan untuk 
meningkat secara sosial (sosial mobility) membawa pada 
penyimpangan, karena struktur sosial yang membatasi 
akses menuju tujuan melalui lagitimate means (pendidikan 
tinggi, bekerja keras, keneksi keluarga). 
c. Cloward dan Ohlin 
Teori anomi versi Cloward dan Ohlin menekankan adanya 
Differential Opportunity, dalam kehidupan dan struktur 
masyarakat. Pendapat Cloward dan Ohlin dimuat dalam 
karya Delinquency and Opportunity, bahwa para kaum 
muda kelas bawah akan cenderung memilih suatu tipe 
subkultural lainnya (gang) yang sesuai dengan situasi 
anomie mereka dan tergantung pada adanya struktur 
peluang melawan hukum dalam lingkungan mereka. 
d. Cohen 
Teori anomi Cohen disebut Lower Class Reaction Theory. 
Inti teori ini adalah delikuensi timbul  dari reaksi kelas 
bawah terhadap nilai-nilai kelas menengah yang dirasakan 
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oleh remaja kelas bawah sebagai tidak adil dan harus 
dilawan. 
 
2. Teori-Teori Penyimpangan Budaya (Cultural Deviance 
Theories) 
Cultural deviance theories terbentuk antara 1925 dan 
1940. Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian 
kepada  kekuatan-kekuatan sosial (sosial forces) yang 
menyebabkan orang melakukan aktifitas kriminal. 
Cultural deviance theories memandang kejahatan 
sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class. 
Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang 
menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, 
menyebabkan berbenturan dengan hukum-hukum masyarakat. 
Tiga teori utama dari cultural deviance theories, adalah: 
a. Social Disorganization Theory 
Social Disorganization Theory memfokuskan diri 
pada perkembangan area-area yang angka 
kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan 
disintegrasi nilai-nilai konvensional yang 
disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, 
peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. 
b. Differential Association 
Prof. E. H. Sutherland mencetuskan teori yang 
disebut Differential Association Theory sebagai 
teori penyebab kejahatan. Makna teori Sutherland 
merupakan pendekatan individu mengenai 
seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, 
karena pengalaman-pengalaman tumbuh menjadi 
penjahat. Dan bahwa ada individu atau kelompok 
individu yang secara yakin dan sadar melakukan 
perbuatannya yang melanggar hukum. Hal ini 
disebabkan karena adanya dorongan kreatif yang 
untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam 
memenuhi prosesifnya. 
c. Culture Conflict Theory 
Culture conflict theory menjelaskan keadaan 
masyarakat dengan ciri-ciri sebagai berikut. 
1) Kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup. 
2) Sering terjadi pertemuan norma-norma dari 
berbagai daerah yang satu sama lain berbeda 
bahkan ada yang saling bertentangan. 
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3. Teori Kontrol Sosial (Control Social Theory) 
Pengertian teori kontrol atau control theory merujuk pada 
setiap perspektif yang membahas ihwal pengedalian tingkah 
laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial 
merujuk kepada pembahasan delequency dan kejahatan yang 
dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, 
antara lain struktur keluarga, pendidikan,  dan kelompok 
dominan. 
 
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
 Menurut A. S. Alam (2010 :79-80), penanggulangan 
kejahatan empirik terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu: 
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upayah pre-emtif disini adalah upaya-
upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang 
dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif 
adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik 
sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri 
seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 
pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan 
hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam 
usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada 
kesempatan.  
2. Preventif 
Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya 
pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan 
adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum 
(law enforcemenet) dengan menjatuhkan hukuman. 
 
 Recless (Soekanto 1993 :36), mengemukakan pendapatnya 
bahwa kejahatan dapat dikurangi dengan cara sebagai berikut: 
1. Upaya dan pemantapan aparat penegak hukum, meliputi 
pemantapan organisasi, personil, sarana dan prasarana untuk 
menyelesaikan perkara pidana; 
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2. Perundangan yang dapat berfungsi menganalisis dan 
membendung kejahatan dan menjangkau kedepan; 
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syaat 
cepat, tepat, murah dan sederhana; 
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan paratur 
pemerintah dalam menanggulangi kejahatan, dan; 
5. Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan 
penanggulangan kejahatan. 
 
Selain upaya penanggulangan yang telah dipaparkan diatas, 
dalam ilmu kriminologi terdapat pula 2 (dua) sistem 
penanggulangan kejahatan (Soedjono Dirdjosisworo 1983 :157), 
yaitu: 
1. Cara Monoralistik  
Cara monoralistik yaitu sistem penanggulangan kejahatan 
dengan lebih menekankan kejahatan kepada cara melakukan 
pembinaan moral/akhlak dan budi pekerti, agar masyarakat 
tidak berbuat jahat atau jadi korban kejahatan. Upaya 
dimaksudkan untuk mempertebal mental dan moral masyarakat 
sehingga dapat menghindarkan diri dari hal-hal negatif yang 
dapat merusak masyarakat.  
2. Cara abolisionistik  
Cara abolisionistik yaitu sistem penaggulangan kejahatan 
dengan cara menekankan atau menghilangkan faktor-faktor 
yang mejadi penyebab timbulnya kejahatan. Pada upaya 
abolisionistik dapat dilakukan dengan mengadakan penelitian 
terlebih dahulu mengenai sebab-sebab terjadinya hal-hal yang 
bersifat negatif tersebut (kejahatan), kemudian dirumuskan 
upaya atau cara penanggulangan yang baik, sehingga setidak-
tidaknya meminimalisir kemungkinan kejahatan itu terjadi lagi. 
Usaha ini biasanya dilakukan dengan mengikutsertakan tenaga 
ahli seperti Psikolog, Sosiolog, Antropologi, Ekonomi, Ahli 
Hukum, Praktisi Hukum, dan tentunya Kriminilog. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Kabupaten Tana Toraja dengan 
melakukan serangkaian penelitian ke sumber data yang relevan 
dan terkait dengan masalah yang dibahas oleh penulis. Adapun 
instansi  yang penulis jadikan tempat penelitian yaitu Pengadilan 
Negeri Kelas IB Makale. Adapun alasan penulis memilih lokasi 
penelitian tersebut karena sesuai dengan judul dan permasalahan 
yang akan diteliti yakni Putusan No.71/Pid.SUS/2010/PN.MKL yang 
terjadi d wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale dan di putuskan 
di Pengadilan tersebut, sehingga melakukan penelitian pada lokasi 
tersebut dianggap cukup tersedia data dan sumber data yang 
dibutuhkan di dalam penelitian. 
 
B. Teknik Penelitian 
Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh materi-materi 
penelitian sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan 
teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelitian kepustakaan (Library Search) 
Penelitian kepustakan untuk mengumpulakan data  sekunder 
yang merupakan kerangka dasar yang besifat teoritis sebagai 
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pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan 
cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa 
buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan ilmu hukum, majalah, 
laporan media cetak dan perundang-undangan yang relevan 
dengan permasalahhan yang sedang penulis teliti. 
2. Penelitian Lapangan (Field Search) 
Adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara meneliti den mendatangi langsung objek dan sumber-
sumber data (informasi) penelitian. Studi lapangan ini dapat 
ditempuh dengan menggunakan instrumen: 
a. Wawancara 
Instrument ini digunakan di dalam pengumpulan data 
dimana seseorang penulis melakukan komunikasi langsung 
dengan cara bertatap muka dan berkomunikasi secara 
langsung tanpa perantara. 
b. Observasi 
Instrument penelitian ini digunakan di dalam pengumpulan 
data dengan cara peneliti melakukan kunjungan langsung ke 
lokasi penelitian dan melakukan pengamatan secara 
langsung tentang masalah yang diteliti. 
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C. Jenis-jenis Sumber Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan 
permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi menjadi 2 jenis data 
yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer yaitu data empiris yang bersumber dari 
pengetahuan dan pengalaman responden yang diperoleh 
langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak 
yang terkit dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
2. Data sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Peraturan 
Perundang-undangan, tulisan/makalah, buku-buku, arsip atau 
bahan lain yang berkaitan dan menunjang dalam penulisan ini. 
 
D. Teknik Analisa Data 
Di dalam pelaksanaan penelitian ini nantinya data yang 
diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik 
analisis deskriptif yang didasari oleh teori-teori yang diperoleh di 
perkuliahan dan literatur yang ada, yaitu menganalisis data yang 
diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data 
sebagaimana dikemukanan diatas, kemudian hasil analisis tersebut 
kemudian disajiakan dalam bentuk penjelasan dan penggambaran 
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kenyataan-keyataan atau kondisi objektif yang ditentukan peneliti di  
lokasi penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Penerapan Sanksi Pidana oleh Hakim Terhadap Anak Sebagai 
Pelaku Kejahatan Persetubuhan Putusan 
No.71/Pid.SUS/2010/PN.MKL. 
a. Posisi kasus 
Awalnya terdakwa mengajak saksi korban GABRIELLA 
SO’PATANGA’, umur 4 tahun (sesuai Akta Kelahiran Nomor 
15.828/Ist./MKL-CSTR/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009) dan 
ANDIKA SAPUTRA bermain di bawah pohon kopi dekat rumah 
saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk 
membuka celananya tetapi saksi korban tidak mau selanjutnya 
terdakwa membuka celana saksi korban pada saat itu saksi 
korban  menangis lalu terdakwa membuka celananya kemudian 
menuntun saksi korban untuk berbaring di atas karung plastik 
yang sebelumnya telah dibentangkan lalu terdakwa berusaha 
menindis saksi korban yang meronta kemudian terdakwa 
berusaha memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelamin 
saksi korban dan pada saat itu korban merasa kesakitan sambil 
memanggil ibu korban namun tidak didengar oleh ibu korban 
setelah itu terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya 
naik turun beberapa kali lalu terdakwa yang melihat saksi 
korban menangis menyuruh Andika menutup  mulut saksi 
korban kemudian setelah terdakwa selesai memasukkan alat 
kelaminya ke dalam alat kelamin korban beberapa kali 
kemudian terdakwa memakai celananya dan mengatakan 
kepada saksi untuk tidak memberitahukan kepada orang tua 
korban karena apabila hal itu dilakukan terdakwa akan 
memukul saksi korban. 
 Kemudian masih dalam September tahun 2009 di sekitar 
rumah saksi korban yakni di bawah pohon langsat milik orang 
tua korban terdakwa mengajak saksi korban bermain kemudian 
terdakwa menyuruh saksi korban untuk menbuka celananya 
namun saksi korban tidak mau tetapi saksi korban tetap 
membuka celana saksi korban lalu terdakwa juga membuka 
celanaya selanjutnya terdakwa menuntun saksi korban 
berbaring dan berusaha menindis serta berusaha memasukkan 
alat kelamin korban selanjutnya terdakwa menggoyang-
goyangkan pantatnya pantatnya naik turun sementara saksi 
korban hanya menangis dan setelah beberapa kali 
31 
 
memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban 
terdakwa selanjutnya memakai celananya dan terdakwa 
kembali mengancam saksi korban akan dipukul jika 
mengatakan perbuatannya kepada orang tua korban. 
 
b. Tuntutan Penuntut Umum 
Adapun tuntutan Penuntut Umum terhadap kejahatan 
Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa GERSON 
KULLING Alias SALEPPANG adalah sebagai berikut : 
 Menyatakan terdakwa GERSON KULLING Alias 
SALEPPANG telah melakukan tindak pidana dengan 
sengaja melakukan Persetubuhan terhadap anak 
yang dilakukan secara berulang kali sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) 
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 
 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 
penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama 
terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan 
perintah tetap ditahan, denda sebesar Rp.60.000.000,- 
(Enam Puluh Juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan 
kurungan. 
 Barang bukti berupa : 
1) 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah 
muda (pink). 
2) 1 (satu) lembar baju berwarna hijau putih. 
3) 1 (satu) lembar karung berwarna putih bergaris 
biru. 
Dikembalikan kepada yang berhak. 
 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya 
perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah). 
 
c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap kejahatan 
persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa GERSON 
KULLING Alias SALEPPANG yang dibacakan pada 
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persidangan di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri 
Makale yang pada pokoknya sebagai berikut. 
 
PRIMAIR 
Bahwa ia terdakwa GERSON KULING Alias 
SALEPPANG, pada hari dan tanggal yang tidak dapat 
ditentukan lagi secara pasti dalam bulan September 2009 
sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain 
dalam bulan Juni 2009 bertempat di Salubarana’ Kec. 
Bonggakaradeng Kab. Tana Toraja atau setidak-tidaknya pada 
suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Makale telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun 
masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada 
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang 
sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan 
kekerasan, memaksa anak yaitu saksi korban GABRIELLA 
SO’PATANGA’ untuk melakukan persetubuhan dengannya. 
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut 
diatas, awalnya terdakwa mengajak saksi korban GABRIELLA 
SO’PATANGA’, umur 4 tahun (sesuai Akta Kelahiran Nomor 
15.828/Ist./MKL-CSTR/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009) dan 
ANDIKA SAPUTRA bermain di bawah pohon kopi dekat rumah 
saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk 
membuka celananya tetapi saksi korban tidak mau selanjutnya 
terdakwa membuka celana saksi korban pada saat itu saksi 
korban  menangis lalu terdakwa membuka celananya kemudian 
menuntun saksi korban untuk berbaring di atas karung plastik 
yang sebelumnya telah dibentangkan lalu terdakwa berusaha 
menindis saksi korban yang meronta kemudian terdakwa 
berusaha memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelamin 
saksi korban dan pada saat itu korban merasa kesakitan sambil 
memanggil ibu korban namun tidak didengar oleh ibu korban 
setelah itu terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya 
naik turun beberapa kali lalu terdakwa yang melihat saksi 
korban menangis menyuruh Andika menutup  mulut saksi 
korban kemudian setelah terdakwa selesai memasukkan alat 
kelaminya ke dalam alat kelamin korban beberapa kali 
kemudian terdakwa memakai celananya dan mengatakan 
kepada saksi untuk tidak memberitahukan kepada orang tua 
korban karena apabila hal itu dilakukan terdakwa akan 
memukul saksi korban. 
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Kemudian masih dalam September tahun 2009 di sekitar 
rumah saksi korban yakni di bawah pohon langsat milik orang 
tua korban terdakwa mengajak saksi korban bermai kemudian 
terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celananya 
namun saksi korban tidak mau tetapi tedakwa tetap membuka 
celana saksi korban lalu terdakwa juga membuka celananya 
selanjutnya terdakwa menuntun saksi korban berbaring dan 
berusaha menindis serta berusaha memasukkan alat kelamin 
korban selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan 
pantatnya pantatnya naik turun sementara saksi korban hanya 
menangis dan setelah beberapa kali memasukkan alat 
kelaminnya ke alat kelamin saksi korban terdakwa selanjutnya 
memakai celananya dan terdakwa kembali mengancam saksi 
korban akan dipukul jika mengatakan perbuatannya kepada 
orang tua korban. 
Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita luka 
pada selaput dara, sesuai dengan Visum Et Repertum 
No.002/2009 tanggal 2 Desember 2010, yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. TRI YULIA RINI yang dari hasil 
pemeriksaan terhadap saksi korban GABRIELLA 
SO’PATANGA’ antara lain menyebutkan : 
 Pada selaput dara terlihat robekan secara menyeluruh 
 Tidak ditemukan luka memar ataupun goresan di 
seluruh badan. 
Kesimpulan : 
 Terdapat robekan pada selaput dara secara 
menyeluruh yang kemungkinan disebabkan karena 
persentuhan keras dengan benda tumpul. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat 
(1) KUHP. 
 
SUBSIDAIR 
  Bahwa ia terdakwa GERSON KULING Alias 
SALEPPANG pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam 
primair berikut di atas telah melakukan beberapa perbuatan, 
meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau 
pelanggaran ada hubunganya sedemikian rupa sehingga harus 
dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau 
membujuk anak yaitu saksi korban GABRIELLA SO’PATANGA’ 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 
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yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai 
berikut : 
 Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa 
mengajak saksi korban GABRIELLA SO’PATANGA’, 
umur 4 tahun (sesuai Akta Kelahiran Nomor 
15.828/Ist./MKL-CSTR/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009) 
dan ANDIKA SAPUTRA bermain di bawah pohon kopi 
dekat rumah saksi korban kemudian terdakwa menyuruh 
saksi korban untuk membuka celananya tetapi saksi 
korban tidak mau selanjutnya terdakwa membuka celana 
saksi korban pada saat itu saksi korban  menangis lalu 
terdakwa membuka celananya kemudian menuntun 
saksi korban untuk berbaring di atas karung plastik yang 
sebelumnya telah dibentangkan lalu terdakwa berusaha 
menindis saksi korban yang meronta kemudian terdakwa 
berusaha memasukkan alat kelaminya kedalam alat 
kelamin saksi korban dan pada saat itu korban merasa 
kesakitan sambil memanggil ibu korban namun tidak 
didengar oleh ibu korban setelah itu terdakwa mulai 
menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa 
kali lalu terdakwa yang melihat saksi korban menangis 
menyuruh Andika menutup  mulut saksi korban 
kemudian setelah terdakwa selesai memasukkan alat 
kelaminya ke dalam alat kelamin korban beberapa kali 
kemudian terdakwa memakai celananya dan 
mengatakan kepada saksi untuk tidak memberitahukan 
kepada orang tua korban karena apabila hal itu 
dilakukan terdakwa akan memukul saksi korban. 
 Kemudian masih dalam September tahun 2009 di sekitar 
rumah saksi korban yakni di bawah pohon langsat milik 
orang tua korban terdakwa mengajak saksi korban 
bermain kemudian terdakwa menyuruh saksi korban 
untuk menbuka celananya namun saksi korban tidak 
mau tetapi terdakwa tetap membuka celana saksi korban 
lalu terdakwa juga membuka celananya selanjutnya 
terdakwa menuntun saksi korban berbaring dan 
berusaha menindis serta berusaha memasukkan alat 
kelamin korban selanjutnya terdakwa menggoyang-
goyangkan pantatnya pantatnya naik turun sementara 
saksi korban hanya menangis dan setelah beberapa kali 
memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi 
korban terdakwa selanjutnya memakai celananya dan 
terdakwa kembali mengancam saksi korban akan dipukul 
jika mengatakan perbuatannya kepada orang tua korban. 
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Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita luka 
pada selaput dara, sesuai dengan Visum Et Repertum 
No.002/2009 tanggal 2 Desember 2010, yang dibuat dan 
ditandatangani oleh Dr. TRI YULIA RINI yang dai hasil 
pemeriksaan terhadap saksi korban GABRIELLA 
SO’PATANGA’ antara lain menyebutkan : 
 Pada selaput dara terlihat robekan secara menyeluruh 
 Tidak ditemukan luka memar ataupun goresan di 
seluruh badan. 
Kesimpulan : 
 Terdapat robekan pada selaput dara secara 
menyeluruh yang kemungkinan disebabkan karena 
persentuhan keras dengan benda tumpul. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. 
 
d. Amar Putusan 
 Adapun yang menjadi amar putusan dalam kasus ini adalah 
sebgai berikut : 
MENGADILI 
 Menyatakan terdakwa GERSON KULING Alias 
SALEPPANG, telah terbuki secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN SENGAJA 
DAN DENGAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK 
MELAKUKAN PERSETUBUHAN”. 
 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa 
GERSON KULING Alias SALEPPANG tersebut, dengan 
pidana penjara selama 03 (tiga) tahun dan  denda sebesar 
Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan 
ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti 
dengan pidana kurungan selama 02 (dua) bulan. 
 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. 
 Menetapkan barang bukti berupa :  1 (satu) lembar celana 
pendek berwarna merah muda (pink), 1 (satu) lembar baju 
warna putih, 1 (satu) lembar karung berwarna putih, 
dikembalikan kepada yang berhak. 
 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 
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e. Analisis Penulis 
 Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di 
atas, perbuatan terdakwa GERSON KULING Alias SALEPPANG 
telah memenuhi syarat dan dapat dipidananya seorang terdakwa. 
Hal ini didasarkan pada alat bukti yang diajukan Oleh Jaksa 
Penuntut Umum yakni 1 (satu) lembar celana pendek berwarna 
merah muda (pink), 1 (satu) lembar baju warna putih, 1 (satu) 
lembar karung berwarna putih bergaris biru, Keterangan Para saksi 
yakni : Saksi Gabriella So’patanga’, saksi Zet So’patanga’ alias 
Papa Nopri, Saksi Hermin Ratte alias mama Nopri, saksi Andika 
Saputra alias Andi, saksi Naomi Pandung alias mama Nari yang 
saling berkesesuaian, dan keterangan terdakwa yang mengakui 
secara jujur perbuatan yang dilakukannya, sehingga Hakim 
Pengadilan Negeri Makale menyatakan bahwa perbuatan terdakwa 
telah sesuai dengan rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 81 
ayat  (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak. 
 Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) 
Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak 
yaitu : 
1. Setiap Orang 
Yang dimaksud dengan setiap orang yaitu orang 
perseorangan atau subyek hukum yang diduga telah 
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melakukan suatu perbuatan pidana yang terhadapnya dapat 
dimintai pertanggung jawaban menurut hukum. 
Berdasarkan fakta dipersidangan, yang diajukan ke 
depan persidangan sebagai terdakwa adalah GERSON 
KULING alias SALEPPANG, sehingga dengan demikian 
diajukan sebagai terdakwa adalah orang perseorangan in 
casu GERSON KULING alias SALEPPANG, dimana selama 
pemeriksaan di persidangan majelis hakim telah dapat menilai 
terdakwa sebagai subjek hukum dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa 
tersebut bukanlah termasuk golongan orang-orang yang 
dikecualikan berdasarkan pasal 44 KUHP, dan oleh karena  
itu maka unsur pertama setiap orang telah terpenuhi. 
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman 
Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Pesetubuhan 
Dengannya. 
  Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud 
atau termasuk niatnya. Menurut Memorie Van Toelichting :  
Yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah Willen En 
Wetten yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan 
sengaja harus menghendaki (willlen) perbuatan itu serta 
harus mengerti (watten) akibat perbuatan itu. 
 
  Yang dimaksud dengan kekerasan yaitu setiap 
perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau 
barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam 
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atau mengagetkan yang dikerasi sedang yang dimaksud 
dengan ancaman kekerasan membuat seseorang yang 
diancam itu ketakuan karena ada sesuatu yang merugikan 
dirinya dengan kekerasan. 
  Yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 ayat (2) 
UURI  No.23 Tahun 2002, yaitu seorang yang belum berusia 
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
  Yang dimakud dengan persetubuhan menurut Noyon 
dan Lengemaijer adalah : 
mengadakan hubungan kelamin, namun tidak diisyaratkan 
telah terjadi “Ejaculation eminis” melainkan cukup jika orang 
telah memasukkan penis kedalam vagina seseorang. 
 
  Yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah 
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan 
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskrimnasi (Pasal 1 ayat (2) UURI No.23 
Tahun 2002). 
3. Melakukan Persetubuhan Dengannya  
  Yang dimaksud dengan bersetubuh dalam pasal ini 
adalah memasukkan alat kelamin si pria kedalam alat kelamin 
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si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau dapat 
mengakibatkan kehamilan. 
 Pebuatan terdakwa telah memcocoki rumusan delik tersebut 
sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan 
denda sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dengan 
ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti pidana 
kurungan selama 2 (dua) bulan. 
 Putusan tersebut menurut penulis sudah benar karena 
terdakwa Gerson Kuling alias Saleppang sudah berumur 13 (tiga 
belas) tahun dan dianggap sudah bisa mempetanggungjawabkan 
segala perbuatannya, dan tidak ditemukannya alasan pemaaf 
ataupun alasan pembenar atas pebuatan tedakwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
2. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Persetubuhan 
Putusan No.71/Pid.SUS/2010/PN.MKL.  
a. Pertimbangan Hakim 
Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam 
Putusan No.71/Pid.SUS/2010/PN.MKL terhadap kejahatan 
persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Gerson Kuling 
alias Saleppang adalah sebagai berikut : 
Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa 
menerangkan bahwa telah mengerti dan tidak mengajukan 
keberatan (eksepsi) dan bersedia jika perkaranya dilanjutkan. 
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan 
tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang 
masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah 
sebagai berikut : 
Saksi Gabriella So’patanga’, saksi Zet So’patanga’ alias 
Papa Nopri, saksi Hermin Ratte alias mama Nopri, saksi Andika 
Saputra alias Andi, saksi Naomi Pandung alias mama Nari. 
Menimbang bahwa memperhatikan laporan hasil 
penelitian kemasyarakatan dalam kesimpulan menerangkan 
bahwa faktor penyebab yang mendorong klien melakukan 
tindak pidana adalah pengaruh lingkungan dan kurangnya 
pengawasan dari orang tua. 
Menimbang bahwa di muka persidangan telah diajukan 
pula Visum Et Repertum atas nama Gabriella dengan nomor 
002/2009 tertanggal 02 Desember 2009 dari puskesmas 
Buakayu, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tri Yulia 
Rini. 
Menimbang bahwa telah pula diajukan barang bukti yang 
telah disita secara sah menurut hukum berupa : 
1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah muda 
(pink), 1 (satu) lembar baju warna putih, 1 (satu) lembar karung 
berwarna putih bergaris biru. 
Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap 
terdakwa dinyatakan selesai, Jaksa Penuntut Umum 
mengajukan tuntutan pidana tertanggal 05 Agustus 2009, 
menuntut agar Majelis Hakim memutuskan : 
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1. Menyatakan Terdakwa GERSON KULING Alias 
SALEPPANG, telah melakukan tindakan pidana dengan 
sengaja memaksa melakukan persetubuhan terhadap 
anak yan dilakukan secara berulang kali sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang no. 23 
tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat 
(1) KUHP. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 
penjara selama 03 (tiga) tahun dengan perintah terdakwa 
tetap ditahan , denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta 
rupiah) subsidair 02 (dua) bulan kurungan. 
3.  Menetapkan barang bukti berupa : 
 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah muda 
(pink), 1 (satu) lembar baju warna putih, 1 (satu) 
lembar karung berwarna putih bergaris biru. 
Dikembalikan kepada yang berhak. 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya 
perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah). 
 
Menimbang, bahwa terdakwa terhadap Tuntutan Pidana 
dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat 
Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan 
dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan 
hukuman dengan alasan bahwa terdakwa masih ingin 
melanjutkan sekolah dan terdakwa menyesal atas 
perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya 
lagi. 
Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan 
secara lisan oleh terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan 
tetap pada tuntutannya, demikian pula terdakwa tetap pada 
pembelaanya. 
 Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat 
bukti tersebut serta menghubungkan satu sama lain yang saling 
bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : 
 
 Bahwa benar, pada bulan Septeber 2009 sekitar jam 
17.00 wita bertempat di Salubarana, Kec. 
Bonggakaradeng Kab. Tana Toraja, terdakwa telah 
menyetubuhi korban yang bernama Gabriella 
So’pantanga’ alias Ella, 
 Bahwa benar, terdakwa menyetubuhi sebanyak 2 
(dua) kali, yang pertama dilakukan di bawah kolong 
rumah dekat penggilingan kopi dan yang kedua 
dibawah pohon langsat. 
42 
 
 Bahwa benar, terdakwa setiap kali melakukan 
perbuatan dengan cara alat kelamin terdakwa 
dimasukkan kedalam alat kelamin korban, 
 Bahwa benar, korban baru berusia 4 (empat) tahun 
yang dikuatkan dengan akta kelahiran 
No.15.828/Ist./MKL-CSTR/X/2009 tertanggal 20 
Oktober 2009, 
 Bahwa benar, terdakwa sekarang baru berusia 13 
(tiga belas) tahun yang lahir di Salubarana’ tanggal 19 
Maret 1997, yang dikuatkan dengan akta kelahiran 
No.1327/IV/2010 tertanggal 19 April 2010, 
 Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut 
selaput dara korban terlihat robekan secara 
menyeluruh yang kemungkinan disebabkan oleh 
persentuhan keras dengan benda tumpul yang 
dikuatkan dengan Visum Et Repertum No.002/2009 
yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulia Rini, 
dokter pada puskesmas Buakayu. 
 
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam 
persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi 
secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 
putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis 
Hakim unuk memutus perkara ini. 
Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan 
sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim 
akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah 
memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh 
Jaksa Penuntut Umum. 
Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan oleh 
Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang 
disusun dalam bentuk subsidaritas yaitu Primair Pasal 81 ayat 
(1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Subsidair Pasal 
82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 ayat (1) 
KUHP. 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka dakwaan 
kesatu primair akan dipertimbangkan terlebih dahulu dan 
apabila dakwaan kesatu pimair telah terbukti maka dakwaan 
selanjutnya tidak akan dipertimbangkan. 
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan 
dakwaan kesatu primair dimana terdakwa didakwa dengan 
dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat 
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(1) Undang-Undangn RI No.23 Tahun 2002 tentang 
Perlindugan Anak dengan unsur sebagai berikut : 
 
1. Unsur Setiap Orang; 
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasaan memaksa Anak Melakukan 
Persetubuhan dengannya. 
 
 Ad 1. Setiap Orang 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 
setiap orang yaitu orang perseorangan atau subyek 
hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan 
pidana yang terhadapnya dapat dimintai 
pertanggungjawaban menurut hukum. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 
dipersidangan, yang diajukan ke depan persidangan 
sebagai terdakwa adalah GERSON KULING alias 
SALEPPANG, sehingga dengan demikian diajukan 
sebagai terdakwa adalah orang perseorangan in casu 
GERSON KULING Alias SALEPPANG, dimana 
selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim 
telah dapat menilai terdakwa sebagai subjek hukum 
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya 
karena terdakwa tersebut bukanlah termasuk 
golongan orang-orang yang dikecualikan berdasarkan 
pasal 44 KUHP, dan oleh karena  itu maka unsur 
pertama setiap orang telah terpenuhi. 
 
Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau 
Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan 
Pesetubuhan Dengannya. 
  Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan 
diartikan sebagai maksud atau termasuk niatnya. 
Menurut Memorie Van Toelichting yang dimaksud 
dengan sengaja (opzet) adalah Willen En Wetten yaitu 
seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja 
harus menghendaki (willlen) perbuatan itu serta harus 
mengerti (watten) akibat perbuatan itu. 
  Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 
kekerasan yaitu setiap perbuatan dengan 
menggunakan tenaga terhadap orang atau barang 
yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam 
atau mengagetkan yang dikerasi sedang yang 
dimaksud dengan ancaman kekerasan membuat 
seseorang yang diancam itu ketakuan karena ada 
sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan. 
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  Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 
anak menurut pasal 1 ayat (2) UURI  No.23 Tahun 
2002, yaitu seorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
  Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 
persetubuhan menurut Noyon dan Lengemaijer 
adalah mengadakan hubungan kelamin, namun tidak 
diisyaratkan telah terjadi “Ejaculation eminis” 
melainkan cukup jika orang telah memasukkan penis 
kedalam vagina seseorang. 
  Menimbang, bahwa yang dimaksud ddengan 
perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 
dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskrimnasi (Pasal 1 
ayat (2) UURI No.23 Tahun 2002). 
 
 Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan 
dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan  keterangan 
terdakwa bahwa benar sekitar bulan September 2009 sekitar 
pukul 17.00 wita yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi di 
Salubarana Kec.bonggakaradeng Kab.Tana Toraja, dimana 
terdakwa telah melakukan persetubuhan yakni alat kelamin 
terdakwa masuk ke dalam alat kelamin korban yang dilakukan 
sebanyak dua kali dalam hari yang sama namun pada waktu 
kejadian pertama di bawah kolong rumah dekat penggilingan 
kopi dan untuk kedua kalinya dilakukan di bawah pohon langsat 
beralaskan karung plastik dan setiap kali melakukan hubungan 
tersebut terdakwa mengancam untuk tidak menyampaikan 
kepada orang tua karena kalau disampaikan akan dipukul 
dengan lidi dan selain itu pula terdakwa menyuruh Andika untuk 
menyumbat mulut korban dengan tangan agar  tangis dari 
korban tidak terdengar oleh ibu korban yang ada di atas rumah. 
 Menimbang, bahwa usia korban pada waktu melakukan 
persetubuhan adalah empat tahun yang dikuatkan dengan oleh 
kutipan akta kelahiran No.15.828/Ist./MKL-CSTR/X/2009 
tanggal 20 Oktober 2009. 
 Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa 
tersebut, pada selaput dara korban terlihat robekan secara 
menyeluruh yang dikuatkan dengan adanya Visum Et 
Repertum dari Puskesmas Buakayu No.002/2009 tertanggal 02 
Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tri 
Yulia Rini. 
45 
 
 Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta 
dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis 
Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti ke 
dalam perbuatan terdakwa. 
 Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut di atas, maka semua unsur dalam dakwaan primair 
Penuntut Umum telah terbukti kedalam perbuatan para 
terdakwa. 
 Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair 
tersebut telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan 
dipertimbangkan lagi. 
 Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur 
dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum ke dalam 
perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan 
bersalah  dan patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan 
perbuatannya. 
 Menimbang, bahwa sepajang persidangan tidak 
ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar 
yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yang telah 
dilakukan terdakwa sehingga terdakwa haruslah tetap dihukum. 
 Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka 
waktu selama terdakwa berada dalam tahanan akan 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-
undang ini selain terdakwa  dijatuhi pidana badan maka 
terdakwa juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan 
ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini : 
 Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 
 
 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah muda 
(pink), 1 (satu) lembar baju warna putih, 1 (satu) lembar 
karung berwarna putih bergaris biru, statusnya akan 
ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini, 
 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan 
bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya 
perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di 
bawah ini, 
Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana atas diri 
terdakwa, maka perlu diperimbangkan hal-hal yang meberatkan 
dan meringankan hukuman terdakwa ; 
 Hal-Hal yang Memberatkan : 
 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 
 Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban 
dan membuat korban merasa trauma. 
 Hal-Hal yang Meringankan : 
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 Terdakwa belum pernah dihukum 
 Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah 
serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 
  Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang serta 
peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini. 
 
b. Amar Putusan 
Adapun yang menjadi amar putusan dalam kasus ini adalah 
sebgai berikut : 
MENGADILI 
 Menyatakan terdakwa GERSON KULING Alias 
SALEPPANG, telah terbuki secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN SENGAJA 
DAN DENGAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK 
MELAKUKAN PERSETUBUHAN”. 
 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa 
GERSON KULING Alias SALEPPANG tersebut, dengan 
pidana penjara selama 03 (tiga) tahun dan  denda sebesar 
Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan 
ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti 
dengan pidana kurungan selama 02 (dua) bulan. 
 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. 
 Menetapkan barang bukti berupa :  1 (satu) lembar celana 
pendek berwarna merah muda (pink), 1 (satu) lembar baju 
warna putih, 1 (satu) lembar karung berwarna putih, 
dikembalikan kepada yang berhak. 
 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 
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c. Analisis Penulis 
  Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan persetubuhan 
harus mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam 
menjatuhkan pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan 
rasa keadilan bagi korban akan tetapi juga harus 
mempertinbangkan masa depan terdakwa sebagai anak.  
  Sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa 
Gerson Kuling alias Saleppang, banyak hal yang menjadi 
pertimbangan hakim yakni, mempertimbangkan keterangan 
para saksi yakni : Saksi Gabriella So’patanga’, saksi Zet 
So’patanga’ alias Papa Nopri, Saksi Hermin Ratte alias mama 
Nopri, saksi andika Saputra alias Andi, saksi Naomi Pandung 
alias mama Nari, mempertimbangkan bahwa terdakwa belum 
pernah dihukum, mempertimbangkan terdakwa mengakui 
perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan 
mengulanginya lagi, mepertimbangkan hal-hal yang 
memberatkankan dan hal-hal yang meringankan dari kasus 
terdakwa. Pertimbangan tersebut di atas sangat berpengaruh 
dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim.  
  Berdasarkan Putusan No.71/Pid.SUS/2010/PN.MKL, 
menyatakan bahwa Terdakwa GERSON KULING Alias 
SALEPPANG terbuki secara dan meyakinkan dengan ancaman 
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kekerasan memaksa anak melakukan tindak pidana 
persetubuhan. Oleh karena itu hakim mejatuhkan hukuman 
kepada terdakwa yakni, hukuman pidana penjara selama 3 
(tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh 
juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, 
maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) 
bulan.  Terdakwa Gerson Kuling Alias Saleppang yang berusia 
13 (tiga belas) tahun dalam kasus ini dianggap sebagai anak 
yang sudah bisa mengambil keputusan sendiri sehingga dia 
sudah bisa mempertanggungjawabkan segala kejahatan yang 
dia lakukan. 
  Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa 
penjatuhan hukuman tersebut terhadap terdakwa sudah tepat 
karena sudah memcocoki semua unsur dalam Pasal 81 ayat (1) 
Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yang didakwakan kepada 
terdakwa, dan tidak ditemukannya alasan pembenar maupun 
alasan pemaaf yang dapat mengapus pertanggungjawaban 
pidana yang telah dilakukan terdakwa. 
  Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, hakim 
yang memutus perkara ini atas nama Djulita T. Massora, S.H. 
telah dimutasikan ke tempat lain sehingga penulis tidak dapat 
mewawancarai langsung hakim yang memutus perkara ini. 
Akan tetapi, penulis melakukan wawancara kepada salah satu 
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hakim anak di Pengadilan Negeri Makale yakni Boni Daniel, 
S.H. Dalam wawancara pada hari senin tanggal 6 Oktober 2014 
itu, Boni Daniel, menyatakan bahwa :  
 “Dalam memutus perkara pidana yang pelakunya adalah 
seorang anak, banyak hal-hal yang harus dipertimbangan 
seperti, latar belakang anak tersebut, faktor keluarga, faktor 
lingkungan, karena kenakalan anak sebagian besar 
dipengaruhi oleh kehidupan sosial anak, orang tua, dan 
masyarakat.” 
 
 Oleh karena itu orang tua sangat berperan penting 
dalam mengawasi buah hati mereka, sehingga mereka tidak 
melakukan hal-hal yang kurang baik atupun melakukan tindak 
pidana/kejahatan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Dari uraian pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik 
beberapa kesimpulan yaitu : 
1. Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai 
pelaku kejahatan persetubuhan Putusan 
No.71/Pid.SUS/2010/PN.MKL yaitu, perbuatan terdakwa Gerson 
Kuling Alias Saleppang telah mencocoki rumusan delik dalam 
Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara 
selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- 
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti 
pidana penjara selama 2 (dua) bulan.  
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap anak sebagai pelaku kejahatan persetubuhan Putusan 
No.71/Pid.SUS/2010/PN.MKL adalah seorang hakim harus 
mempertimbangan berbagai aspek seperti, barang bukti, 
keterangan para saksi, mempertimbangkan bahwa terdakwa 
belum pernah dihukum, mempertimbangkan terdakwa mengakui 
perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan 
mengulanginya lagi, mepertimbangkan hal-hal yang 
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memberatkankan dan hal-hal yang meringankan dari kasus 
terdakwa. 
 
B. Saran 
 Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan 
pembahasan di atas adalah : 
1. Diharapkan dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak 
sebagai pelaku kejahatan, seorang hakim tidak hanya 
memperhatikan terciptanya keadilan bagi korban, akan tetapi 
juga mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah seorang anak 
yang memiliki masa depan dan cita-cita yang harus dia 
perjuangkan, dan hakikat anak sebagai generasi penerus 
bangsa. 
2. Diharapkan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak 
sebagai pelaku kejahatan hendaknya memberikan hukuman 
yang bisa menimbulkan efek jerah bagi terdakwa agar pada saat 
kembali ke masyarakat dia tidak mengulangi kembali 
perbuatannya.  
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